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035.01.CL Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan 149,435,416,000 149,435,416,000

Sasaran Program :

01 Terwujudnya Kebijakan Bidang Ekonomi Makro dan
Keuangan yang Berkualitas
Indikator Kinerja Program :

01.01 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian
Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan

01.02 Nilai Penyaluran KUR

01.03 Mendukung Pencapaian Target Rasio Perpajakan

01.04 Indeks Keuangan Inklusif

01.05 Terjaganya Inflasi dikisaran sasaran

01.06 Persentase Pemerintah Daerah yang Masuk Tahap Digital
Berdasarkan Indeks ETPD

02 Terwujudnya Kebijakan Bidang Pangan dan Agribisnis yang
Berkualitas
Indikator Kinerja Program :

02.01 Pertumbuhan PDB Pertanian

02.02 Cadangan Beras Pemerintah (CBP)

02.03 Nilai Tukar Petani (NTP)

02.04 Peningkatan Penetapan Luasan LP2B dalam Perda RTRW

02.05 Cadangan Beras Pemerintah (CBP)

02.06 Nilai Tukar Petani (NTP)

02.07 Persentase Lahan Sawah Yang Ditetapkan Sebagai Lahan
Sawah yang DIlindungi

02.08 Inflasi Pangan Bergejolak

03 Terwujudnya Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha
BUMN, Riset dan Inovasi yang Berkualitas
Indikator Kinerja Program :

03.01
Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian
Kebijakan di Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan
Inovasi

03.02 Kontribusi BUMN terhadap Penerimaan Negara

03.03 Rasio Capital Expenditur Prioritas Investasi BUMN terhadap
PDB

03.04 Jumlah produk inovasi di BUMN yang meningkatkan daya
saing ekonomi

04 Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan, Dan UMKM yang Berkualitas
Indikator Kinerja Program :

04.01
Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian
Kebijakan di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan
UMKM

04.02 Jumlah Usaha E-Commerce

04.03 Pertumbuhan Wirausaha

04.04 Proporsi UMKM yang Memiliki Izin Usaha

04.05 Jumlah Lulusan Pelatihan Vokasi (Pelaksanaan Kartu Pra-
Kerja)

04.06 Penyediaan Lapangan Kerja Pertahun

04.07 Indeks Kepuasan Penerima Manfaat terhadap Program Kartu
Prakerja
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Sasaran Program :

05 Terwujudnya Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang
Berkualitas
Indikator Kinerja Program :

05.01 Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas

05.02 Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran

05.03 Biaya Logistik (% PDB)

05.04 Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa

05.05 Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto

06 Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Wilayah dan Tata
Ruang yang Berkualitas
Indikator Kinerja Program :

06.01
01-Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional
(termasuk Proyek Infrastruktur Prioritas yang masuk dalam
Major Project Prioritas Nasional)

06.02

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Kompilasi, Integrasi dan
Sinkronisasi IGT serta penyelesaian Ketidaksesuaian Tata
Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah
melalui Kebijakan Satu Peta (Perpres 23/2021 dan PP
43/2021)

06.03 Persentase Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria
(Perpes 62/2023)

06.04 Jumlah Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi (KSE)
yang Berdaya Saing

06.05 Jumlah Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi (KSE)
yang Berketahanan Bencana

06.06 Persentase Penyelesaian Regulasi di Bidang Pengembangan
Wilayah dan Tata Ruang

07 Terwujudnya Kebijakan untuk Pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing
Indikator Kinerja Program :

07.01 Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/KSPN)
terhadap pertumbuhan investasi wilayah (per pulau/provinsi)

07.02 Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang Difasilitasi dan
Dikembangkan

08 Terwujudnya Kebijakan Bidang Kerja sama Ekonomi
Internasional yang Berkualitas
Indikator Kinerja Program :

08.01
Jumlah Kesepakatan pada Forum Bilateral, Regional dan Sub
Regional, serta Multilateral yang Diketuai dan Ditindaklanjuti
Kemenko Perekonomian

08.02
Jumlah Kesepakatan Tingkat Kepala Negara/Pemerintahan di
Forum Ekonomi Internasional yang Dikoordinasikan dan
Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian

08.03

Jumlah Kerja Sama Ekonomi (PTA/FTA/CEPA, Bilateral,
Regional dan Sub Regional, serta Multilateral) Internasional
yang Disepakati oleh K/L di bawah Pengendalian Kemenko
Perekonomian

08.04
Jumlah Ratifikasi Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama
Ekonomi Internasional yang terselesaikan di bawah
Pengendalian Kemenko Perekonomian

08.05
Persentase Ratifikasi Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama
Ekonomi Internasional yang Terselesaikan di Bawah
Pengendalian Kemenko Bidang Perekonomian

08.06
Persentase Dampak FTA/PTA/CEPA/Kesepakatan
Internasional lainnya yang terimplementasi terhadap Total
Perdagangan Internasional Indonesia dengan Negara Mitra
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Sasaran Program :

09 Terwujudnya Harmonisasi Kebijakan di Bidang Perekonomian

Indikator Kinerja Program :

09.01 Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perekonomian
yang diterima Menko Perekonomian

2491 Koordinasi Kebijakan Ekonomi Digital 11,300,000,000 11,300,000,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Jumlah usaha e-commerce di Pulau Sumatera

02 Jumlah usaha e-commerce di Pulau Jawa

03 Jumlah usaha e-commerce di Pulau Bali-Nusra

04 Jumlah usaha e-commerce di Pulau Kalimantan

05 Jumlah usaha e-commerce di Pulau Sulawesi

06 Jumlah usaha e-commerce di Pulau Papua-Maluku

07 Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan

08 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi,dan

09 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi,dan

01 Indeks Kepuasan Layanan Kegiatan Deputi serta Administrasi

02 Indeks Tata Kelola Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi

03 Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Koordinasi

04 Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital,

05 Indeks Kepuasan Layanan Kegiatan Deputi serta Administrasi

2491.ABA
               1.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

1,000,000,000 1,000,000,000[SBK] Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan [Base Line] 01.51
KOTA JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Ekonomi di bidang Ekonomi
Digital

02 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan di Bidang
Ekonomi Digital

001                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
1,000,000,000 1,000,000,000Rekomendasi Kebijakan Terkait Ekosistem Ekonomi Digital

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Ekonomi di bidang Ekonomi
Digital

2491.EBA
               2.00 Layanan,

Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit

5,300,000,000 5,300,000,000[SBK] Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line] 01.51
KOTA JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01 Jumlah Layanan Dukungan Kegiatan Deputi serta Administrasi
Program dan Tata Kelola

02 Jumlah Dokumen Layanan Tata Kelola Deputi Bidang
Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Dan UMKM

03 Jumlah Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi
Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Dan UMKM

001                    1.00
Layanan 500,000,000 500,000,000Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputi Bidang

Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Dan UMKM
Indikator RO

01
Jumlah Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputi
Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Dan
UMKM

002                    1.00
Layanan 4,800,000,000 4,800,000,000Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi

Digital, Ketenagakerjaan, Dan UMKM
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Indikator RO

02 Jumlah Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi
Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Dan UMKM

2491.PBA
               1.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

5,000,000,000 5,000,000,000Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan [Base Line] 01.51 KOTA
JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

001                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
5,000,000,000 5,000,000,000Rekomendasi Kebijakan dalam Percepatan Pengembangan

Ekonomi Digital Nasional 2025-2030

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan dalam Percepatan
Pengembangan Ekonomi Digital Nasional 2025-2030

2492 Koordinasi Kebijakan Moneter dan Sektor Eksternal 1,939,861,000 1,939,861,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Persentase Efektivitas Pengendalian Inflasi TPIP

02 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian

01 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian

02 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Moneter

2492.ABA
               4.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

1,000,000,000 1,000,000,000[SBK] Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan [Base Line] 01.51
KOTA JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01
Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Moneter
dan Sektor Eksternal yang Diterima Deputi Bidang Ekonomi
Makro dan Keuangan

02 Persentase Capaian Kinerja Realisasi Inflasi Di Kisaran
Sasaran

03 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang
Pengendalian Inflasi

04 Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan
Kebijakan di Bidang Pengendalian Inflasi

001                    4.00
Rekomendasi

Kebijakan
1,000,000,000 1,000,000,000Rekomendasi Kebijakan di Bidang Moneter dan Sektor Eksternal

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Moneter dan Sektor
Eksternal

2492.CCL                1.00 Unit 30,000,000 30,000,000OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi [Base Line]
01.51 KOTA JAKARTA PUSAT
Indikator KRO

001                    1.00 Unit 30,000,000 30,000,000Layanan Sarana Sistem Informasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat
(TPIP)
Indikator RO

2492.PBA
               1.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

909,861,000 909,861,000Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan [Base Line] 01.51 KOTA
JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

001                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
909,861,000 909,861,000Rekomendasi Kebijakan Di Bidang Moneter dan Sektor Eksternal

yang Mendukung Terjaganya Inflasi Di Kisaran Sasaran

Indikator RO

01
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Di Bidang Moneter dan Sektor
Eksternal yang Mendukung Terjaganya Inflasi Di Kisaran
Sasaran

2493 Koordinasi Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan
Kebijakan Ekonomi 9,000,000,000 9,000,000,000

Indikator Kinerja Kegiatan :
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Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Persentase Koordinasi Percepatan dan Efektivitas

2493.ABA
               2.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

9,000,000,000 9,000,000,000Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan [Base Line] 01.51 KOTA
JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan dan Efektifitas
Kebijakan Ekonomi

001                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
2,000,000,000 2,000,000,000Rekomendasi Kebijakan Percepatan dan Efektifitas Kebijakan

Ekonomi

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan dan Efektifitas
Kebijakan Ekonomi

002                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
7,000,000,000 7,000,000,000Rekomendasi Kebijakan Penguatan Hubungan Diplomasi Strategis

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penguatan Hubungan Diplomasi
Strategis

2499 Koordinasi Kebijakan Penguatan Pasar Dalam Negeri 1,500,000,000 1,500,000,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Pertumbuhan  Perdagangan Besar dan Eceran

02 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian

2499.ABA
               3.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

1,500,000,000 1,500,000,000Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan [Base Line] 01.51 KOTA
JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01 Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi
Kebijakan Pengembangan Pasar Dalam Negeri

02 Jumlah Rekomendasi Kebijakan di bidang Persaingan Usaha
dan Perlindungan Konsumen

03 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan di Bidang
Penguatan Pasar Dalam Negeri

04 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan di Bidang
Penguatan Pasar Dalam Negeri

001                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
500,000,000 500,000,000Rekomendasi Kebijakan Bidang Perdagangan Retail

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Perdagangan Retail

002                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
500,000,000 500,000,000Rekomendasi Kebijakan Bidang Standardisasi Keamanan Produk

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Standardisasi
Keamanan Produk

003                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
500,000,000 500,000,000Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Produk

Indikator RO

03 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing
Produk

2500 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional 2,000,000,000 2,000,000,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Persentase Biaya Logistik Nasional terhadap PDB

02 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian

2500.PBA                2.00
Rekomendasi 2,000,000,000 2,000,000,000Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan [Base Line] 01.51 KOTA

JAKARTA PUSAT
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Kebijakan, Kajian 2,000,000,000

Indikator KRO

001                    2.00
Rekomendasi

Kebijakan
2,000,000,000 2,000,000,000Rekomendasi Kebijakan Penurunan Biaya Logistik Nasional

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penurunan Biaya Logistik
Nasional

02 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Implementasi dan Monitoring
Evaluasi Penguatan Sistem Logistik Nasional

2501 Koordinasi Kebijakan Perekonomian Daerah dan Sektor
Riil 1,438,516,000 1,438,516,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Tingkat Partisipasi Pemerintah Daerah Dalam Survei Indeks

02 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian

01 Proporsi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Berbasis

2501.ABA
               1.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

475,000,000 475,000,000[SBK] Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan [Base Line] 01.51
KOTA JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perekonomian
Daerah dan Sektor Rill

02 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan dan Perluasan
Digitalisasi Daerah

03 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan di Bidang
Perekonomian Daerah dan Sektor Rill

001                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
475,000,000 475,000,000Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Bidang Perekonomian

Daerah dan Sektor Riil

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi di Bidang Perekonomian Daerah dan
Sektor Rill

2501.PBA
               2.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

963,516,000 963,516,000Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan [Base Line] 01.51 KOTA
JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

001                    2.00
Rekomendasi

Kebijakan
963,516,000 963,516,000Rekomendasi Kebijakan yang terkait Percepatan dan Perluasan

Digitalisasi Daerah

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Percepatan dan
Perluasan Digitalisasi Daerah

2503 Koordinasi Kebijakan Fiskal 4,810,655,000 4,810,655,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Penyelesaian Rekomendasi Kebijakan terkait Perpajakan

02 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian

01 Indeks Kepuasan Layanan Kegiatan Deputi serta Administrasi

02 Indeks Tata Kelola Kedeputian Bidang Ekonomi Makro dan

03 Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Koordinasi

04 Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan

05 Indeks Kepuasan Layanan Kegiatan Deputi serta Administrasi

2503.ABA
               4.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

1,918,021,000 1,918,021,000[SBK] Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan [Base Line] 01.51
KOTA JAKARTA PUSAT

Indikator KRO
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Indikator KRO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang  Fiskal

02 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Insentif Fiskal

03 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan di Bidang Fiskal

001                    3.00
Rekomendasi

Kebijakan
1,000,000,000 1,000,000,000Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Bidang Fiskal

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Bidang
Fiskal

002                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
918,021,000 918,021,000Rekomendasi Kebijakan terkait Rasio Perpajakan

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Perpajakan untuk
Mendukung Pencapaian Target Rasio Perpajakan

2503.EBA
               2.00 Layanan,

Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit

2,892,634,000 2,892,634,000[SBK] Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line] 01.51
KOTA JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01 Jumlah Dokumen Layanan Program di Lingkungan Deputi
Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan

02 Jumlah Dokumen Layanan Tata Kelola di Lingkungan Deputi
Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan

03 Jumlah Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Deputi Bidang
Ekonomi Makro dan Keuangan

001                    1.00
Layanan 479,506,000 479,506,000Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputi Bidang

Ekonomi Makro dan Keuangan
Indikator RO

01 Jumlah Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputi
Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan

002                    1.00
Layanan 2,413,128,000 2,413,128,000Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Ekonomi Makro dan

Keuangan
Indikator RO

01 Jumlah Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Ekonomi
Makro dan Keuangan

2505 Koordinasi Kebijakan Koperasi dan UMKM 1,500,000,000 1,500,000,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Proporsi UMKM yang Memiliki Izin Usaha

02 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian

2505.ABK
               2.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

1,500,000,000 1,500,000,000Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM [Base Line]
01.51 KOTA JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah

02 Jumlah Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelesaian Major
Project Pengelolaan Terpadu UMKM

03
Persentase keterlibatan stakeholder dalam Perumusan
Kebijakan di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah

001                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
1,000,000,000 1,000,000,000Rekomendasi Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Peningkatan
Produktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

002                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
500,000,000 500,000,000Rekomendasi Kebijakan di Bidang Penguatan Koperasi

Indikator RO



8Halaman :

KOTA JAKARTA PUSAT: (51)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN: (035)

BAGIAN-A

: (427752)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

: (01)

DKI JAKARTA: (01)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

TAHUN ANGGARAN 2025

MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2025

02 Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Penguatan Koperasi

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan dalam Peningkatan Kontribusi
UMKM Terhadap PDB

2510 Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Amerika dan
Pasifik 2,500,000,000 2,500,000,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Jumlah Kesepakatan dalam Forum Bilateral di Kawasan

02 Jumlah Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik yang

03 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian

04 Persentase ASN Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi

05 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Asisten Deputi

2510.ABA
               4.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

2,500,000,000 2,500,000,000Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan [Base Line] 01.51 KOTA
JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Amerika
Pasifik

02 Jumlah Rekomendasi Persiapan Forum bilateral Amerika
Pasifik

03 Jumlah Rekomendasi Penyelesaian Kasus Sengketa
Perdagangan Bilateral

04 Jumlah Rekomendasi Percepatan Penyelesaian dan
Implementasi Perundingan Perdagangan

05 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan di Bidang Kerja
Sama Ekonomi Amerika Pasifik

001                    2.00
Rekomendasi

Kebijakan
1,060,746,000 1,060,746,000Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Amerika Pasifik

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Amerika
Pasifik

002                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
221,134,000 221,134,000Rekomendasi Persiapan Forum bilateral Amerika Pasifik

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Persiapan Forum bilateral Amerika Pasifik

003                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
1,218,120,000 1,218,120,000Rekomendasi Percepatan Penyelesaian dan Implementasi

Perundingan Perdagangan

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Percepatan Penyelesaian dan
Implementasi Perundingan Perdagangan

2511 Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Asia 4,500,000,000 4,500,000,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Jumlah Kesepakatan pada Forum Bilateral di Kawasan Asia

02 Jumlah Kerja Sama Ekonomi (PTA,FTA/CEPA, Bilateral)

03 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian

01 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Asisten Deputi

02 Persentase ASN Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Asia

03 Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi

04 Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi

05 Indeks Kepuasan Layanan Kegiatan Deputi serta Administrasi

2511.ABA
               4.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

1,500,000,000 1,500,000,000Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan [Base Line] 01.51 KOTA
JAKARTA PUSAT
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RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN: (035)

BAGIAN-A

: (427752)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
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DKI JAKARTA: (01)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

TAHUN ANGGARAN 2025

MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

LOKASI
PROPINSI
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UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2025

Indikator KRO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Asia

02 Jumlah Rekomendasi Persiapan Forum Bilateral Asia

03 Jumlah Rekomendasi Percepatan Penyelesaian dan
Implementasi Perundingan Perdagangan

04 Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan
Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia

05 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Ekonomi
Asia

001                    2.00
Rekomendasi

Kebijakan
751,615,000 751,615,000Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Asia

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Asia

002                    2.00
Rekomendasi

Kebijakan
748,385,000 748,385,000Rekomendasi Persiapan Forum bilateral Asia

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Persiapan Forum Bilateral Asia

2511.EBA
               2.00 Layanan,

Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit

3,000,000,000 3,000,000,000[SBK] Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line] 01.51
KOTA JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01 Jumlah Dokumen Layanan Program Deputi Bidang Koordinasi
Kerjasama Ekonomi Internasional

02 Jumlah Dokumen Layanan Tata Kelola Deputi Bidang
Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional

03 Jumlah Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi
Kerjasama Ekonomi Internasional

001                    1.00
Layanan 500,000,000 500,000,000Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputi Bidang

Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional
Indikator RO

01 Jumlah Dokumen Layanan Program Deputi VII

02 Jumlah Dokumen Layanan Tata Kelola Deputi VII

002                    1.00
Layanan 2,500,000,000 2,500,000,000Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama

Ekonomi Internasional
Indikator RO

01 Jumlah Layanan Dukungan Kegiatan Deputi VII

2512 Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika
dan Timur Tengah 1,500,000,000 1,500,000,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Jumlah Kesepakatan pada Level Teknis untuk Pelaksanaan

02 Jumlah Kesepakatan pada Level Teknis terkait Kerja Sama

03 Jumlah Kesepakatan pada Level Teknis terkait Proses

04 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian

05 Persentase ASN Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa,

06 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Asisten Deputi

2512.ABA
               6.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

1,500,000,000 1,500,000,000Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan [Base Line] 01.51 KOTA
JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Eropa,
Afrika, dan Timur Tengah

02 Jumlah Rekomendasi Persiapan Forum bilateral Eropa, Afrika
dan Timur Tengah
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KOTA JAKARTA PUSAT: (51)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN: (035)

BAGIAN-A

: (427752)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

: (01)

DKI JAKARTA: (01)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

TAHUN ANGGARAN 2025

MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2025

Indikator KRO

03 Jumlah Rekomendasi Percepatan Penyelesaian dan
Implementasi Perundingan Perdagangan

04 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Ekonomi
Eropa, Afrika, dan Timur Tengah

05 Jumlah Paket Rekomendasi Persiapan Penyelenggaraan
Hannover Messe

001                    2.00
Rekomendasi

Kebijakan
571,117,000 571,117,000Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan

Timur Tengah

Indikator RO

01 Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi
Eropa, Afrika, dan Timur Tengah

002                    3.00
Rekomendasi

Kebijakan
749,383,000 749,383,000Rekomendasi Persiapan Forum Bilateral Eropa, Afrika, dan Timur

Tengah

Indikator RO

01 Jumlah Paket Rekomendasi Persiapan Forum bilateral Eropa,
Afrika dan Timur Tengah

003                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
179,500,000 179,500,000Rekomendasi Percepatan Penyelesaian dan Implementasi

Perundingan Perdagangan

Indikator RO

01 Jumlah Paket Rekomendasi Percepatan Penyelesaian dan
Implementasi Perundingan Perdagangan

2513 Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral 2,500,000,000 2,500,000,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Jumlah Kesepakatan dalam Forum Multilateral yang Dipimpin

02 Jumlah Kesepakatan Tingkat Kepala Negara/Pemerintahan di

03 Jumlah Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang Disepakati oleh

04 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian

05 Persentase ASN Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi

06 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Asisten Deputi

2513.ABA
               3.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

1,478,057,000 1,478,057,000Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan [Base Line] 01.51 KOTA
JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi
Multilateral

02 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Implementasi Joint Crediting
Mechanism (JCM) Indonesia-Jepang

03 Jumlah Rekomendasi dalam Penguatan Kepemimpinan
Indonesia pada Forum Internasional

04 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan di Bidang Kerja
Sama Ekonomi Multilateral

05 Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan
Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral

002                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
836,911,000 836,911,000Rekomendasi Penyusunan Kesepakatan pada Level Teknis untuk

Tingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan di Forum Ekonomi
Multilateral
Indikator RO

01

Jumlah Rekomendasi Penyusunan Kesepakatan pada Level
Teknis untuk tingkat Kepala Negara/Pemerintahan di Forum
Ekonomi Multilateral yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti
Kemenko Bidang Perekonomian

003                    2.00
Rekomendasi

Kebijakan
641,146,000 641,146,000Rekomendasi Penyusunan Kesepakatan pada Level Teknis terkait

Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang Disepakati oleh K/L

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Kasus Sengketa
Perdagangan Multilateral

2513.PBA                2.00 1,021,943,000 1,021,943,000Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan [Base Line] 01.51 KOTA
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KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2025

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian 1,021,943,000JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

001                    2.00
Rekomendasi

Kebijakan
1,021,943,000 1,021,943,000Rekomendasi Penyusunan Kesepakatan pada Level Teknis untuk

Pelaksanaan Forum Multilateral

Indikator RO

00 Jumlah Rekomendasi Penyusunan Kesepakatan pada Level
Teknis untuk Pelaksanaan Forum Multilateral

2514 Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi
Regional dan Sub Regional 1,500,000,000 1,500,000,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Jumlah Kesepakatan pada Level Teknis untuk Pelaksanaan

02 Jumlah Kesepakatan pada Level Teknis terkait Kerja Sama

03 Jumlah Kesepakatan pada Level Teknis terkait Proses

04 Jumlah Ratifikasi Perjanjian/Kesepakatan Kerja Sama

05 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian

06 Persentase ASN Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi

07 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Asisten Deputi

2514.ABA
               5.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

1,500,000,000 1,500,000,000Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan [Base Line] 01.51 KOTA
JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi
Regional dan Sub Regional

02 Jumlah Rekomendasi Percepatan Penyelesaian dan
Implementasi Perundingan Perdagangan

03 Jumlah Rekomendasi dalam Penguatan Kepemimpinan
Indonesia pada Forum Internasional

04
Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan
Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi
Regional dan Sub Regional

05 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Keketuaan
ASEAN 2023

001                    3.00
Rekomendasi

Kebijakan
1,149,750,000 1,149,750,000Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub

Regional

Indikator RO

01 Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi
Regional dan Sub Regional

002                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
205,674,000 205,674,000Rekomendasi Percepatan Penyelesaian dan Implementasi

Perundingan Perdagangan Internasional

Indikator RO

01 Jumlah Paket Rekomendasi Percepatan Penyelesaian dan
Implementasi Perundingan Perdagangan

003                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
144,576,000 144,576,000Rekomendasi dalam Penguatan Kepemimpinan Indonesia dalam

Forum Kerja Sama Ekonomi Internasional

Indikator RO

01 Jumlah Paket Rekomendasi dalam Penguatan Kepemimpinan
Indonesia pada Forum Internasional

2516 Koordinasi Kebijakan Pangan 5,000,000,000 5,000,000,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Cadangan Beras Pemerintah (CBP)

02 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Sub Sektor

03 Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Tanaman Pangan
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2025

Indikator Kinerja Kegiatan :

04 Tingkat Inflasi Bahan Makanan

05 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian

06 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian

01 Indeks Kepuasan Layanan Kegiatan Deputi serta Administrasi

02 Indeks Tata Kelola Kedeputian Bidang Pangan dan Agribisnis

03 Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Koordinasi

04 Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Pangan dan

05 Indeks Kepuasan Layanan Kegiatan Deputi serta Administrasi

2516.ABR
               2.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

1,000,000,000 1,000,000,000Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan [Base Line] 01.51 KOTA
JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Stabilitas Harga Pangan

02 Jumlah Paket  Rekomendasi Kebijakan Pertumbuhan PDB
Pertanian (subsektor tanaman pangan)

03 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Inflasi Bahan Makanan

04 Jumlah Paket  Rekomendasi Kebijakan Nilai Tukar Petani (NTP
Tanaman Pangan)

05 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Cadangan Beras Pemerintah

06 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan di Bidang Pangan

07 Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan
Kebijakan di Bidang Pangan

001                    2.00
Rekomendasi

Kebijakan
1,000,000,000 1,000,000,000Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan dan
Keterjangkauan Pangan

2516.EBA
               2.00 Layanan,

Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit

3,000,000,000 3,000,000,000[SBK] Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line] 01.51
KOTA JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01 Jumlah Dokumen Layanan Program di Lingkungan Deputi
Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis

02 Jumlah Dokumen Layanan Tata Kelola di Lingkungan Deputi
Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis

03 Jumlah Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi
Pangan dan Agribisnis

001                    1.00
Layanan 1,000,000,000 1,000,000,000Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputi Bidang

Koordinasi Pangan dan Agribisnis
Indikator RO

01 Jumlah Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputi
Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis

002                    1.00
Layanan 2,000,000,000 2,000,000,000Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan

Agribisnis
Indikator RO

02 Jumlah Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi
Pangan dan Agribisnis

2516.PBA
               2.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

1,000,000,000 1,000,000,000Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan [Base Line] 01.51 KOTA
JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

001                    2.00
Rekomendasi

Kebijakan
1,000,000,000 1,000,000,000Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Pangan Bergejolak

Indikator RO
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01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Pangan
Bergejolak

2518 Koordinasi Kebijakan Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan 1,918,021,000 1,918,021,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian

02 Nilai Penyaluran KUR

01 Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyaluran Kredit Usaha

2518.ABA
               3.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

1,918,021,000 1,918,021,000[SBK] Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan [Base Line] 01.51
KOTA JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01 Jumlah Rekomendasi Bidang Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan

02 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan di Bidang Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan

03 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyaluran Kredit Usaha
Rakyat

04 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan di Bidang
Penyaluran KUR

001                    2.00
Rekomendasi

Kebijakan
1,000,000,000 1,000,000,000Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang Pasar Modal

dan Lembaga Keuangan

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Bidang Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan

002                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
918,021,000 918,021,000Rekomendasi Kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat

Indikator RO

02 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyaluran Kredit Usaha
Rakyat

2519 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri 3,000,000,000 3,000,000,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas

02 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian

2519.ABK
               1.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

500,000,000 500,000,000Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM [Base Line]
01.51 KOTA JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri

02 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan di Bidang
Pengembangan Industri

001                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
500,000,000 500,000,000Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Pengembangan Industri

2519.PBK
               3.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

2,500,000,000 2,500,000,000[SBK] Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM [Base
Line] 01.51 KOTA JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Industri
Berorientasi Ekspor

02 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Industri
Substitusi Impor

03 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Industri Hilirisasi
Komoditi

04 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan di Bidang
Pengembangan Industri
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001                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
900,000,000 900,000,000Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Berorientasi

Ekspor

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Industri
Berorientasi Ekspor

002                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
700,000,000 700,000,000Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Substitusi Impor

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Industri Substitusi
Impor

003                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
900,000,000 900,000,000Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Hilirisasi Komoditi

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Industri Hilirisasi
Komoditi

2520 Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Pertanahan 3,500,000,000 3,500,000,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang

02 Persentase Percepatan Pelaksanaan Legalisasi Tanah,

03 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian

04 Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan

05 Persentase keberhasilan koordinasi,  sinkronisasi, dan

2520.ABT

               6.00
Rekomendasi

Kebijakan, Kajian,
Materi Teknis,

Dokumen

3,500,000,000 3,500,000,000[SBK] Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan [Base Line] 01.51
KOTA JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang

02 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanahan

03

Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan Reforma Agraria
(Penetapan Objek TORA, Redistribusi TORA, Legalisasi Aset,
Penyelesaian Konflik Agraria, Pemberdayaan Tanah dan
Subjek RA) untuk mendukung Program Pemerataan Ekonomi
(PPE)

04 Persentase keterlibatan stakeholder dalam perumusan
rekomendasi di Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

001                    2.00
Rekomendasi

Kebijakan
500,000,000 500,000,000Rekomendasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang

002                    2.00
Rekomendasi

Kebijakan
500,000,000 500,000,000Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanahan

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanahan

003                    2.00
Rekomendasi

Kebijakan
2,500,000,000 2,500,000,000Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan
Reforma Agraria

2521 Koordinasi Kebijakan Fasilitasi Perdagangan 2,500,000,000 2,500,000,000
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Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Pertumbuhan Ekspor Barang Dan Jasa

02 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian

2521.ABB
               2.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

1,500,000,000 1,500,000,000[SBK] Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan [Base Line]
01.51 KOTA JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Fasilitasi Perdagangan

02 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan di Bidang
Fasilitasi Perdagangan

001                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
500,000,000 500,000,000Rekomendasi Kebijakan Bidang Fasilitasi Perdagangan

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Fasilitasi Perdagangan

002                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
1,000,000,000 1,000,000,000Rekomendasi Kebijakan Perdagangan dan Penyederhanaan Tata

Niaga Perdagangan Internasional

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Perdagangan dan
Penyederhanaan Tata Niaga Perdagangan Internasional

2521.PBB
               1.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

1,000,000,000 1,000,000,000[SBK] Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan [Base Line]
01.51 KOTA JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Ekspor
yang Bernilai Tambah Tinggi

02 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Perdagangan dan
Penyederhanaan Tata Niaga Perdagangan Internasional

03 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan di Bidang
Fasilitasi Perdagangan

001                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
1,000,000,000 1,000,000,000Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor yang Bernilai Tambah

Tinggi

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Ekspor
yang Bernilai Tambah Tinggi

2524 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Agribisnis
Peternakan dan Perikanan 2,000,000,000 2,000,000,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Sub Sektor

02 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Sub Sektor

03 Nilai Tukar Petani Sub Sektor Peternakan

04 Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perikanan

05 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian

2524.ABR
              10.00
Rekomendasi

Kebijakan, Kajian
2,000,000,000 2,000,000,000[SBK] Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan [Base Line] 01.51

KOTA JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pengembangan
Agribisnis Peternakan dan Perikanan

04 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pertumbuhan PDB Pertanian
(subsektor peternakan dan perikanan)

05 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Nilai Tukar Petani (NTP
Peternakan dan Perikanan)

06 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan di Bidang
Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan

001                    5.00
Rekomendasi

750,000,000 750,000,000Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis
Peternakan
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Kebijakan

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan
Agribisnis Peternakan

002                    4.00
Rekomendasi

Kebijakan
750,000,000 750,000,000Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis

Perikanan

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan
Agribisnis Perikanan

003                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
500,000,000 500,000,000Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Populasi dan Produktifitas

Sapi Potong dan Sapi Perah

Indikator RO

2525 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Agribisnis
Perkebunan 4,500,000,000 4,500,000,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Sub Sektor

02 Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Tanaman Perkebunan

03 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian

01 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Sub Sektor

02 Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Tanaman Perkebunan

03 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian

2525.ABR
               4.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

4,500,000,000 4,500,000,000[SBK] Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan [Base Line] 01.51
KOTA JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pengembangan
Agribisnis Perkebunan

02 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kelapa Sawit
Berkelanjutan

03 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pertumbuhan PDB Pertanian
(subsektor perkebunan)

04 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Nilai Tukar Petani (NTP
Perkebunan Rakyat)

05 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan di Bidang
Pengembangan Agribisnis Perkebunan

06 Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan
Kebijakan di Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan

001                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
3,000,000,000 3,000,000,000Rekomendasi Kebijakan Peremajaan Sawit Rakyat dan Council of

Palm Oil Producing Countries (CPOPC)

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peremajaan Sawit Rakyat dan
Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)

002                    3.00
Rekomendasi

Kebijakan
1,500,000,000 1,500,000,000Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis

Perkebunan

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan
Agribisnis Perkebunan

2526 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Agribisnis
Hortikultura 1,750,000,000 1,750,000,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Sub Sektor

02 Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Hortikultura

03 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian
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2526.ABR
               3.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

1,750,000,000 1,750,000,000[SBK] Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan [Base Line] 01.51
KOTA JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kemitraan
Hulu Hilir Sub Sektor Hortikultura

02 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pertumbuhan PDB Pertanian
(subsektor hortikultura)

03 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Nilai Tukar Petani (NTP
Hortikultura)

04 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Hortikultura
Berorientasi Ekspor

05 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan di Bidang
Pengembangan Agribisnis Hortikultura

001                    2.00
Rekomendasi

Kebijakan
1,000,000,000 1,000,000,000Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kemitraan Hulu Hilir

Subsektor Hortikultura

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan
Agribisnis Hortikultura

002                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
750,000,000 750,000,000Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Hortikultura Berorientasi

Ekspor

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan
Hortikultura Berorientasi Ekspor

2527 Koordinasi Kebijakan Percepatan dan Pemanfaatan
Pembangunan 1,000,000,000 1,000,000,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 1.1. Persentase Penyelesaian Regulasi Alternatif

02 3.2 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi,

03 3.3 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi,

2527.ABF
               4.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

1,000,000,000 1,000,000,000Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana [Base Line] 01.51 KOTA
JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Percepatan
Pembangunan

02 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemanfaatan
Pembangunan

03 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan di Bidang
Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan

001                    2.00
Rekomendasi

Kebijakan
500,000,000 500,000,000Rekomendasi Kebijakan Bidang Percepatan Pembangunan

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Percepatan
Pembangunan

002                    2.00
Rekomendasi

Kebijakan
500,000,000 500,000,000Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemanfaatan Pembangunan

Indikator RO

02 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemanfaatan
Pembangunan

2528 Koordinasi Kebijakan Prasarana dan Sarana Pangan dan
Agribisnis 1,750,000,000 1,750,000,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Jumlah penetapan RTRW yang didukung dengan luasan

02 Persentase Adopsi Teknologi yang diterapkan Petani

03 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian

2528.ABR                3.00
Rekomendasi 1,750,000,000 1,750,000,000Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan [Base Line] 01.51 KOTA

JAKARTA PUSAT
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Kebijakan, Kajian 1,750,000,000

Indikator KRO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Lahan Sawah yang ditetepkan
sebagai lahan sawah yang dilindungi

02 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Digitalisasi Penebusan Pupuk
Bersubsidi dan Subsidi dan Subsidi Langsung ke Petani (SLP)

03 Jumlah Paket Rekomendasi Koordinasi dan Sinkronisasi
Kebijakan Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis

04 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan di Bidang
Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis

001                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
750,000,000 750,000,000Rekomendasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

(LP2B)

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B)

002                    2.00
Rekomendasi

Kebijakan
1,000,000,000 1,000,000,000Rekomendasi Kebijakan Sarana Pertanian (Pupuk, Pestisida, Benih,

dan Alsintan) dan Modernisasi Pertanian Cerdas Iklim

Indikator RO

01 Rekomendasi Kebijakan Sarana Pertanian (Pupuk, Pestisida,
Benih, dan Alsintan) dan Modernisasi Pertanian Cerdas Iklim

4539 Koordinasi Kebijakan Keuangan Inklusif dan Keuangan
Syariah 4,892,947,000 4,892,947,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian

02 Indeks Keuangan Inklusif

4539.ABA
               1.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

500,000,000 500,000,000[SBK] Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan [Base Line] 01.51
KOTA JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Keuangan Inklusif

02 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Keuangan Syariah

03 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan di Bidang
Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah

002                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
500,000,000 500,000,000Rekomendasi Kebijakan Keuangan Syariah

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keuangan Syariah

4539.CCL                1.00 Unit 15,000,000 15,000,000OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi [Base Line]
01.51 KOTA JAKARTA PUSAT
Indikator KRO

03 Jumlah Unit Layanan Sarana Sistem Informasi Strategi
Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)

001                    1.00 Unit 15,000,000 15,000,000Layanan Sarana Sistem Informasi Strategi Nasional Keuangan
Inklusif (SNKI)
Indikator RO

4539.PBA
               1.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

4,377,947,000 4,377,947,000Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan [Base Line] 01.51 KOTA
JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

001                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
4,377,947,000 4,377,947,000Rekomendasi Kebijakan Keuangan Inklusif

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Keuangan Inklusif
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4540 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN, Riset
dan Inovasi Sektor Niaga dan Transportasi 1,000,000,000 1,000,000,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Persentase Penyelesaian Restrukturisasi BUMN Sektor Niaga

02 Persentase Penyelesaian Program Strategis Nasional yang

03 Jumlah Produk Inovasi Sektor Niaga dan transportasi yang

04 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian

4540.ABA
               2.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

1,000,000,000 1,000,000,000Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan [Base Line] 01.51 KOTA
JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan
Usaha BUMN di Sektor Niaga dan Transportasi

02 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Riset dan Inovasi
Sektor Niaga dan Transportasi

03
Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan di Bidang
Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Niaga
dan Transportasi

001                    2.00
Rekomendasi

Kebijakan
1,000,000,000 1,000,000,000Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN

Sektor Niaga dan Transportasi

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan usaha
BUMN di Sektor Niaga dan Transportasi

4541 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN, Riset
dan Inovasi Sektor Utilitas dan Industri Manufaktur 1,000,000,000 1,000,000,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Persentase Penyelesaian Restrukturisasi BUMN Sektor

02 Persentase Penyelesaian Program Strategis Nasional yang

03 Jumlah Produk Inovasi Sektor Utilitas dan Industri Manufaktur

04 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian

4541.ABA
               2.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

1,000,000,000 1,000,000,000Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan [Base Line] 01.51 KOTA
JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01
Jumlah Rekomendasi  Kebijakan Bidang Restrukurisasi,
Pengembangan, dan Pembiayaan BUMN Sektor Utilitas dan
Industri Manufaktur

02 Jumlah Rekomendasi  Kebijakan Riset dan Inovasi Sektor
Utilitas dan Industri Manufaktur

03
Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan di Bidang
Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Utilitas
dan Industri Manufaktur

001                    2.00
Rekomendasi

Kebijakan
1,000,000,000 1,000,000,000Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN Sektor

Utilitas dan Industri Manufaktur

Indikator RO

01
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Restrukurisasi,
Pengembangan, dan Pembiayaan BUMN Sektor Utilitas dan
Industri Manufaktur

4542 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN, Riset
dan Inovasi Sektor Agro, Farmasi dan Pariwisata 1,500,000,000 1,500,000,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Persentase Penyelesaian Restrukturisasi BUMN Sektor Agro,

02 Persentase Penyelesaian Program Strategis Nasional yang

03 Jumlah produk inovasi sektor agro, farmasi dan pariwisata
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Indikator Kinerja Kegiatan :

04 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian

4542.ABA
               4.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

1,500,000,000 1,500,000,000Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan [Base Line] 01.51 KOTA
JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Restrukturisasi,
Pengembangan, dan Pembiayaan BUMN Sektor Agro, Farmasi
dan Pariwisata

02 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Riset dan Inovasi
Sektor Agro, Farmasi dan Pariwisata

03 Persentase Penyelesaian Analis Kebijakan Sektor Agro,
Farmasi dan Pariwisata

04 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Bidang Perdagangan
Karbon dan Pajak Karbon

001                    2.00
Rekomendasi

Kebijakan
1,000,000,000 1,000,000,000Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN

Sektor Agro, Farmasi dan Pariwisata

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha
BUMN Sektor Agro, Farmasi dan Pariwisata

003                    2.00
Rekomendasi

Kebijakan
500,000,000 500,000,000Rekomendasi Kebijakan Perdagangan dan Pajak Karbon

Indikator RO

01 Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Bidang Bidang
Perdagangan Karbon dan Pajak Karbon

4543 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN, Riset
dan Inovasi Sektor Jasa Keuangan dan Industri Informasi 1,500,000,000 1,500,000,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Persentase Penyelesaian Restrukturisasi BUMN Sektor Jasa

02 Jumlah BUMN sektor jasa keuangan dan industri informasi

03 Jumlah produk inovasi sektor jasa keuangan dan industri

04 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian

4543.ABA
               3.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

1,500,000,000 1,500,000,000[SBK] Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan [Base Line] 01.51
KOTA JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Restrukturisasi,
Pengembangan, dan Pembiayaan BUMN Sektor Jasa
Keuangan dan Industri Informasi

02 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Riset dan Inovasi
Sektor Jasa Keuangan dan Industri Informasi

03 Persentase Penyelesaian Analis Kebijakan Sektor Jasa
Keuangan dan Industri Informasi

001                    2.00
Rekomendasi

Kebijakan
1,000,000,000 1,000,000,000Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN

Bidang Jasa Keuangan dan Industri Informasi

Indikator RO

01
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Restrukturisasi,
Pengembangan, dan Pembiayaan BUMN Sektor Jasa Keuangan
dan Industri Informasi

002                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
500,000,000 500,000,000Rekomendasi Kebijakan terkait Program Pengembangan Usaha

Bullion

Indikator RO

02 Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Program Pengembangan
Usaha Bullion

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Riset dan Inovasi Sektor
Jasa Keuangan dan Industri Informasi

4544 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN, Riset,
dan Inovasi Sektor Migas, Pertambangan dan Petrokimia 5,000,000,000 5,000,000,000
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Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Persentase Penyelesaian Restrukturisasi BUMN sektor

02 Persentase Penyelesaian Program Strategis Nasional yang

03 Jumlah produk inovasi sektor migas, pertambangan dan

04 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian

01 Indeks Kepuasan Layanan Kegiatan Deputi serta Administrasi

02 Indeks Tata Kelola Kedeputian Bidang Pengembangan Usaha

03 Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Koordinasi BUMN,

04 Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi BUMN, Riset dan

05 Indeks Kepuasan Layanan Kegiatan Deputi serta Administrasi

4544.ABA
               3.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

2,000,000,000 2,000,000,000[SBK] Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan [Base Line] 01.51
KOTA JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Restrukurisasi,
Pengembangan, dan Pembiayaan BUMN Sektor Migas,
Pertambangan dan Petrokimia

02 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Riset dan Inovasi
Sektor Migas, Pertambangan dan Petrokimia

03 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan
Industri Petrokimia

04 Persentase Penyelesaian Analis Kebijakan sektor Minyak dan
Gas, Pertambangan dan Petrokimia

05
Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan
Kebijakan di Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan
Inovasi Sektor Migas, Pertambangan dan Petrokimia

001                    2.00
Rekomendasi

Kebijakan
1,000,000,000 1,000,000,000Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN Sektor

Migas, Pertambangan dan Petrokimia

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN
sektor Migas, Pertambangan dan Petrokimia

002                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
1,000,000,000 1,000,000,000Rekomendasi Kebijakan Program Pengembangan Bahan Bakar

Nabati

Indikator RO

02 Jumlah rekomendasi kebijakan

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Riset dan Inovasi Sektor
Migas, Pertambangan dan Petrokimia

4544.EBA
               2.00 Layanan,

Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit

3,000,000,000 3,000,000,000[SBK] Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line] 01.51
KOTA JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01
Jumlah Dokumen Layanan Program di Lingkungan Deputi
Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan
Inovasi

02
Jumlah  Dokumen Layanan Tata Kelola di Lingkungan Deputi
Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan
Inovasi

03 Jumlah Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi
Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi

001                    1.00
Layanan 500,000,000 500,000,000Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputi Bidang

Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi
Indikator RO

01
Jumlah Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputi
Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan
Inovasi

002                    1.00
Layanan 2,500,000,000 2,500,000,000Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi

Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi
Indikator RO
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02 Jumlah Layanan Kegiatan Deputi III

4545 Koordinasi Kebijakan Harmonisasi Ekosistem
Ketenagakerjaan 2,000,000,000 2,000,000,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Tingkat Partisipasi Angaktan Kerja Perempuan

02 Rata-rata masa tunggu mencari pekerjaan/mempersiapkan

03 Proporsi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di pemberi

4545.ABK
               1.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

500,000,000 500,000,000Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM [Base Line]
01.51 KOTA JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebijakan Harmonisasi
Ekosistem Ketenagakerjaan

02 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan di Bidang
Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan

001                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
500,000,000 500,000,000Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Ekosistem
Ketenagakerjaan

4545.PBK
               1.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

1,500,000,000 1,500,000,000[SBK] Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM [Base
Line] 01.51 KOTA JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem
Ketenagakerjaan

02 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan di Bidang
Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan

001                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
1,500,000,000 1,500,000,000Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem

Ketenagakerjaan

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem
Ketenagakerjaan

4546 Koordinasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi 4,500,000,000 4,500,000,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto

02 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian

01 Indeks Kepuasan Layanan Kegiatan Deputi serta Administrasi

02 Indeks Tata Kelola Kedeputian Bidang Koordinasi Perniagaan

03 Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Koordinasi

04 Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

05 Indeks Kepuasan Layanan Kegiatan Deputi serta Administrasi

4546.ABA
               2.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

1,500,000,000 1,500,000,000Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan [Base Line] 01.51 KOTA
JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pengembangan
Daya Saing Ekonomi

03 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan di Bidang
Peningkatan Daya Saing Ekonomi

001                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
750,000,000 750,000,000Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Iklim Usaha Daerah yang

Berdaya Saing

Indikator RO
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01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Iklim Usaha
Daerah yang Berdaya Saing

002                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
750,000,000 750,000,000Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Iklim Usaha Sektoral yang

Berdaya Saing

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Iklim Usaha
Sektoral yang Berdaya Saing

4546.EBA
               2.00 Layanan,

Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit

3,000,000,000 3,000,000,000[SBK] Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line] 01.51
KOTA JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01 Jumlah Dokumen Layanan Program Deputi Bidang Koordinasi
Perniagaan dan Industri

02 Jumlah Dokumen Layanan Tata Kelola Deputi Bidang
Koordinasi Perniagaan dan Industri

03 Jumlah Layanan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi
Perniagaan dan Industri

001                    1.00
Layanan 500,000,000 500,000,000 Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputi Bidang

Koordinasi Perniagaan dan Industri
Indikator RO

01 Jumlah Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputi
Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

002                    1.00
Layanan 2,500,000,000 2,500,000,000Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan

dan Industri
Indikator RO

01 Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi
Perniagaan dan Industri

4547 Koordinasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan
Kawasan Strategis Ekonomi 4,000,000,000 4,000,000,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Persentase Selesainya Konstruksi Proyek Strategis Nasional

02 Persentase Kebijakan Program Peningkatan Penyediaan

03 Persentase Rekomendasi Kebijakan Perencanaan

04 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian

01 Persentase Pemenuhan Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan

02 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang

03 Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Koordinasi

04 Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan

05 Indeks Kepuasan Layanan Kegiatan Deputi serta Administrasi

4547.ABP
               4.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

1,000,000,000 1,000,000,000Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah [Base Line] 01.51 KOTA
JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan
Kawasan Strategis Ekonomi Wilayah Barat Indonesia

02
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Perencanaan
Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Wilayah Timur
Indonesia

03 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan di Bidang
Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi

001                    2.00
Rekomendasi

Kebijakan
500,000,000 500,000,000Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan Kawasan

Strategis Ekonomi Wilayah Barat Indonesia

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan
Kawasan Strategis Ekonomi Wilayah Barat Indonesia

002                    2.00
Rekomendasi

Kebijakan
500,000,000 500,000,000Rekomendasi Kebijakan Perecanaan Pengembangan Kawasan

Strategis Ekonomi Wilayah Timur Indonesia
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Indikator RO

01
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Perencanaan
Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Wilayah Timur
Indonesia

4547.EBA
               2.00 Layanan,

Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit

3,000,000,000 3,000,000,000[SBK] Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line] 01.51
KOTA JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01 Jumlah Dokumen Layanan Program Deputi Bidang Koordinasi
Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

02 Jumlah Dokumen Layanan Tata Kelola Deputi Bidang
Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

03 Jumlah Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi
Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

001                    1.00
Layanan 500,000,000 500,000,000Layanan Program dan Tata Kelola  di Lingkungan Deputi Bidang

Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
Indikator RO

01 Jumlah Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputi
Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

002                    1.00
Layanan 2,500,000,000 2,500,000,000Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi

Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
Indikator RO

01 Jumlah Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi
Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

4548 Koordinasi Kebijakan Penguatan Daya Saing Kawasan 1,500,000,000 1,500,000,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Jumlah Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi (KSE)

02 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian

4548.ABP
               9.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

1,500,000,000 1,500,000,000Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah [Base Line] 01.51 KOTA
JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Terkait Penyelesaian
Kebijakan Kawasan Perkotaan di Indonesia

02 Jumlah Rekomendasi  Kebijakan Bidang Peningkatan Daya
Saing Kawasan

03 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan di Bidang
Penguatan Daya Saing Kawasan

001                    2.00
Rekomendasi

Kebijakan
300,000,000 300,000,000Rekomendasi Kebijakan Terkait Penyelesaian Kebijakan Kawasan

Perkotaan di Indonesia

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Terkait Penyelesaian Kebijakan
Kawasan Perkotaan di Indonesia

002                    6.00
Rekomendasi

Kebijakan
700,000,000 700,000,000Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi

yang Berdaya Saing

Indikator RO

02 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Kawasan
Strategis Ekonomi yang Berdaya Saing

01 Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing
Kawasan

003                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
500,000,000 500,000,000Rekomendasi Kebijakan Percepatan Transformasi Kawasan

Perkotaan Dalam Rangka Mempercepat Transformasi Ekonomi
yang Inklusif dan Berkelanjutan
Indikator RO

03

JUMLAH REKOMENDASI KEBIJAKAN PERCEPATAN
TRANSFORMASI  KAWASAN PERKOTAAN DALAM RANGKA
MEMPERCEPAT  TRANSFORMASI EKONOMI YANG
INKLUSIF DAN  BERKELANJUTAN

4549 Koordinasi Kebijakan Ketahanan Kebencanaan dan
Pemanfaatan Teknologi 1,500,000,000 1,500,000,000

Indikator Kinerja Kegiatan :
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Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Persentase Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan

02 Persentase Pelaksanaan Penyelesaian Proyek Strategis

03 Jumlah Daerah yang Melakukan Deregulasi/Harmonisasi dan

04 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian

05 Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Terpasang

06 Persentase Pemanfaatan Valuasi Ekonomi Kebencanaan di

4549.ABP
               3.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

700,000,000 700,000,000Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah [Base Line] 01.51 KOTA
JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemanfaatan
Teknologi untuk Pengembangan Wilayah

02
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan Penyelesaian
Pembangunan PSN dan Proyek Prioritas Strategis (Major
Project) Sektor Teknologi

03
Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan
Kebijakan di Bidang Ketahanan Kebencanaan dan
Pemanfaatan Teknologi

04 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan Teknologi Hijau
Untuk Percepatan Transisi Energi

05 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan Teknologi Hijau
Untuk Pengembangan Wilayah

001                    2.00
Rekomendasi

Kebijakan
500,000,000 500,000,000Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan Teknologi yang Berkualitas

sesuai dengan Kebutuhan Wilayah

Indikator RO

01 Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan Teknologi yang
Berkualitas sesuai dengan Kebutuhan Wilayah

002                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
200,000,000 200,000,000Rekomendasi Kebijakan Transisi Energi mendukung Perekonomian

yang Berkelanjutan

Indikator RO

01 Rekomendasi Kebijakan Transisi Energi mendukung
Perekonomian yang Berkelanjutan

4549.ABS
               3.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian,

Rekomendasi
800,000,000 800,000,000[SBK] Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim

[Base Line] 01.51 KOTA JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01

Persentase Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan
dalam Pengembangan Wilayah untuk Mendukung Penurunan
Persentase Potensi Kehilangan PDB Akibat Bencana dan
Percepatan Pemulihan Ekonomi Pascabencana

02 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Ketahanan
Kebencanaan untuk Pengembangan Wilayah

03
Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan
Rekomendasi Kebijakan di Bidang Ketahanan Kebencanaan
dan Pemanfaatan Teknologi

04 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan di Bidang
Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi

05 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan Teknologi Hijau
untuk Percepatan Transisi Energi dan Pengembangan Wilayah

001                    2.00
Rekomendasi

Kebijakan
600,000,000 600,000,000Rekomendasi Kebijakan Bidang Ketahanan Kebencanaan Untuk

Pengembangan Wilayah

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Ketahanan
Kebencanaan Untuk Pengembangan Wilayah

002                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
200,000,000 200,000,000Rekomendasi Kebijakan Valuasi Ekonomi Kebencanaan untuk

Pengembangan Willayah

Indikator RO
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01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Valuasi Ekonomi Kebencanaan
untuk Pengembangan Wilayah

02 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemanfaatan Teknologi
untuk Pengembangan Wilayah

4550 Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja 6,000,000,000 6,000,000,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Persentase Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Undang-

03 Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Undang-Undang Cipta

4550.PBK
               1.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

6,000,000,000 6,000,000,000[SBK] Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM [Base
Line] 01.51 KOTA JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01 Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan Cipta Kerja

02 Persentase Keterlibatan Stakehoder Perumusan Rekomendasi
Cipta Kerja

001                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
6,000,000,000 6,000,000,000Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Cipta Kerja

Indikator RO

01 Persentase Fasilitasi Koordinasi Perumusan Kebijakan Cipta
Kerja

02 Persentase Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Gugatan terkait
Kebijakan Cipta Kerja

5032 Koordinasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi 16,435,416,000 16,435,416,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi

5032.ABA
               2.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

16,435,416,000 16,435,416,000Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan [Base Line] 01.51 KOTA
JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01 Jumlah Rekomendasi Implementasi Kebijakan Pemerataan
Ekonomi

02 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penguatan Gerakan Indonesia
Mandiri

03 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
Ekstrem

04 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
Ekstrem

001                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
6,435,416,000 6,435,416,000Rekomendasi Implementasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi

002                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
10,000,000,000 10,000,000,000Rekomendasi Kebijakan Percepatan Implementasi Jaminan Produk

Halal

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penguatan Gerakan Indonesia
Mandiri

5200 Koordinasi Kebijakan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Satu
Peta 7,000,000,000 7,000,000,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Persentase Pelaksanaan Kompilasi, Ingetrasi dan

02 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian

03 Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan

5200.ABP
               2.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

7,000,000,000 7,000,000,000Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah [Base Line] 01.51 KOTA
JAKARTA PUSAT
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Indikator KRO

01

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kompilasi, Integrasi,
Pemutakhiran dan Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih
Pemanfaatan Ruang dalam Pelaksanaan Percepatan
Kebijakan Satu Peta

02
Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam perumusan
rekomendasi kebijakan dalam pelaksanaan percepatan
kebijakan satu peta

001                    2.00
Rekomendasi

Kebijakan
7,000,000,000 7,000,000,000Rekomendasi Kebijakan Kompilasi, Integrasi, dan Sinkronisasi

serta Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan,
Izin, dan/atau Hak Atas Tanah melalui Kebijakan Satu Peta
Indikator RO

01

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kompilasi, Integrasi, dan
sinkronisasi IGT serta penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang,
kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah melalui Kebijakan
Satu Peta

5227 Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
dan Kewirausahaan 1,500,000,000 1,500,000,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Rasio Kewirausahaan

02 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian

5227.ABK
               2.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

1,500,000,000 1,500,000,000[SBK] Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM [Base
Line] 01.51 KOTA JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan di bidang Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan

02 Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pengembangan
Kewirausahaan

03
Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan
Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan
Kewirausahaan

001                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
806,010,000 806,010,000Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan di bidang Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat

002                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
693,990,000 693,990,000Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pengembangan
Kewirausahaan

5229 Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas Tenaga
Kerja 2,000,000,000 2,000,000,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Persentase ketercapaian sebaran Penerima Program Kartu

02 Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan

03 Indeks Kepuasan Mitra Program Kartu Prakerja

01 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi dan

02 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi dan

5229.PBK
               5.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

2,000,000,000 2,000,000,000Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM [Base Line]
01.51 KOTA JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

001                    3.00
Rekomendasi

Kebijakan
1,000,000,000 1,000,000,000Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Pengembangan

Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
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Indikator RO

01

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi dalam rangka Impelementasi Perpres 68 tahun
2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan
Vokasi'

02 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Koordinasi Lembaga
Internasional Bidang Vokasi

03 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Koordinasi Proyeksi
Kebutuhan Tenaga Kerja

002                    2.00
Rekomendasi

Kebijakan
1,000,000,000 1,000,000,000Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Kartu Prakerja

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kartu Prakerja

02 Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Peraturan Pelaksanaan
Program Kartu Prakerja

5266 Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
Prioritas 15,200,000,000 15,200,000,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Persentase  Penyelesaian  Proyek Strategis Nasional

02 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian

03 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan

5266.ABF
               6.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

4,257,355,000 4,257,355,000Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana [Base Line] 01.51 KOTA
JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Daftar Proyek
Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis Nasional
(PSN)

02
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Dukungan Pengembangan
Wilayah Berdasarkan Infrastruktur Eksisting, Pembangunan
yang Berjalan dan Perencanaan Infrastruktur Kedepan

03
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Persiapan Pembangunan
Proyek Strategis di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat
sesuai Perpres 79/2019, Perpres 80/2019 dan Perpres 87/2021

04

Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan
Kebijakan di Bidang Pendampingan dan Percepatan Proyek
Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Infrastruktur Prioritas
(PIP)

001                    3.00
Rekomendasi

Kebijakan
3,007,703,000 3,007,703,000Rekomendasi Kebijakan Dukungan Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Infrastruktur Eksisting, Pembangunan yang Berjalan
dan Perencanaan Infrastruktur Kedepan
Indikator RO

01
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Dukungan Pengembangan
Wilayah Berdasarkan Infrastruktur Eksisting, Pembangunan yang
Berjalan dan Perencanaan Infrastruktur Kedepan

002                    3.00
Rekomendasi

Kebijakan
1,249,652,000 1,249,652,000Rekomendasi Kebijakan Persiapan Pembangunan Proyek Strategis

di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat sesuai Perpres
79/2019, Perpres 80/2019 dan Perpres 87/2021
Indikator RO

01
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Persiapan Pembangunan
Proyek Strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur sesuai Perpres
79/2019 dan Perpres 80/2019

5266.CCL                1.00 Unit 120,000,000 120,000,000OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi [Base Line]
01.51 KOTA JAKARTA PUSAT
Indikator KRO

001                    1.00 Unit 120,000,000 120,000,000Layanan Sarana Sistem Informasi Komite Percepatan Penyediaan
Infrastruktur Prioritas (KPPIP)
Indikator RO

5266.PBF
               2.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

10,822,645,000 10,822,645,000Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana [Base Line] 01.51 KOTA
JAKARTA PUSAT
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Indikator KRO

001                    2.00
Rekomendasi

Kebijakan
10,822,645,000 10,822,645,000Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Daftar Proyek Infrastruktur

Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Daftar Proyek
Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)
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035.01.WA Program Dukungan Manajemen 262,272,212,000 262,272,212,000

Sasaran Program :

01 Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
yang Baik
Indikator Kinerja Program :

01.01 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian

01.02 Nilai SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

01.03 Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB

01.04 Survey Kepuasa Masyarakat

01.05 Indeks SPBE

01.06 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat

01.07 Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang
dimanfaatkan

02 Tata Kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan
Ekonomi Khusus yang Baik
Indikator Kinerja Program :

02.01 Nilai SMART Satker Sekretariat Jenderal Kawasan Ekonomi
Khusus

02.02 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal Dewan
Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

2486 Peningkatan Pelayanan Perencanaan 16,594,188,000 16,594,188,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Nilai AKIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

02 Indeks SPBE

03 Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional

04 Indeks kepuasan layanan Biro Perencanaan

05 Persentase Rekomenasi Kebijakan Lintas Sektor yang

2486.ABA
               4.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

1,000,000,000 1,000,000,000[SBK] Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan [Base Line] 01.51
KOTA JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01 Jumlah Dokumen Hasil Analisis dan Harmonisasi Kebijakan di
Bidang Perekonomian

02 Indeks Kepuasan Layanan Analisis Kebijakan Perekonomian

001                    4.00
Rekomendasi

Kebijakan
1,000,000,000 1,000,000,000Rekomendasi Hasil Analisis Kebijakan Perekonomian

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Hasil Analisis Kebijakan Perekonomian

2486.CCL                2.00 Unit 6,660,000,000 6,660,000,000OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi [Base Line]
01.51 KOTA JAKARTA PUSAT
Indikator KRO

001                    2.00 Unit 6,660,000,000 6,660,000,000Layanan Sarana Sistem Informasi Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian
Indikator RO

01 Penyediaan Internet Service Provider (ISP)

02 Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur TIK

2486.EBA
               1.00 Layanan,

Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit

4,934,188,000 4,934,188,000Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line] 01.51 KOTA
JAKARTA PUSAT



31Halaman :

KOTA JAKARTA PUSAT: (51)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN: (035)

BAGIAN-A

: (427752)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

: (01)

DKI JAKARTA: (01)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

TAHUN ANGGARAN 2025

MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2025

Indikator KRO

01 Indeks Kepuasan atas Layanan Data dan Sistem Informasi

02 Persentase Ketepatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang
Tepat Sasaran, Tepat Waktu dan Tepat Jumlah

03 Indeks kepuasan layanan kerumahtanggaan Sekretariat
Jenderal KEK yang berkualitas dan tepat guna

963                    1.00
Layanan 4,934,188,000 4,934,188,000Layanan Data dan Informasi

Indikator RO

01 Indeks Kepuasan atas Layanan Data dan Sistem Informasi

2486.EBD
              15.00

Dokumen, Layanan,
Laporan, Rekomendasi

4,000,000,000 4,000,000,000[SBK] Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line] 01.51 KOTA
JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

02 Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Program dan Anggaran

03 Persentase penyelesaian Dokumen Perencanaan dan
Penganggaran tepat waktu

04 Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan

05 Persentase Penyelesaian Dokumen Penguatan Kinerja yang
tepat waktu

06 Persentase Pemenuhan Dokumen Evaluasi SAKIP

07 Indeks Kepuasan Layanan Fasilitasi Penguatan Kinerja

08 Jumlah Dokumen Fasilitasi Penguatan Kinerja

001                    6.00
Dokumen 2,500,000,000 2,500,000,000Layanan Fasilitasi Penguatan Kinerja

Indikator RO

01 Jumlah Dokumen Fasilitasi Penguatan Kinerja

952                    9.00
Dokumen 1,500,000,000 1,500,000,000Layanan Perencanaan dan Penganggaran

Indikator RO

01 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

2487 Peningkatan Pelayanan Hukum dan Organisasi 4,000,000,000 4,000,000,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Persentase Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan

02 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang

03 Persentase Tingkat Penyelesaian Instrumen Penataan

04 Indeks Kepuasan Layanan Biro Hukum dan Organisasi

2487.EBA
               3.00 Layanan,

Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit

3,000,000,000 3,000,000,000[SBK] Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line] 01.51
KOTA JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01

Persentase Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan di Bidang Ekonomi Makro Dan
Keuangan, Bidang Pangan Dan Agribisnis serta Bidang BUMN,
Riset, Inovasi, Perniagaan Dan Industri

02

Persentase Penyelesaian Analisa/Telaahan Hukum dan
Perundang-Undangan di Bidang Ekonomi Makro Dan
Keuangan, Bidang Pangan Dan Agribisnis serta Bidang BUMN,
Riset, Inovasi, Perniagaan Dan Industri

03

Persentase Fasilitasi Koordinasi Penyelesaian Harmonisasi
Peraturan Perundang-Undangan dan Masalah Hukum di
Bidang Ekonomi Makro Dan Keuangan, Bidang Pangan Dan
Agribisnis serta Bidang BUMN, Riset, Inovasi, Perniagaan Dan
Industri



32Halaman :

KOTA JAKARTA PUSAT: (51)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN: (035)

BAGIAN-A

: (427752)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

: (01)

DKI JAKARTA: (01)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

TAHUN ANGGARAN 2025

MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2025

Indikator KRO

04
Persentase Pelaksanaan Advokasi Hukum di Bidang Ekonomi
Makro Dan Keuangan, Bidang Pangan Dan Agribisnis serta
Bidang BUMN, Riset, Inovasi, Perniagaan Dan Industri

05

Persentase Pelaksanaan Dokumentasi Peraturan Perundang-
Undangan di Bidang Ekonomi Makro Dan Keuangan, Bidang
Pangan Dan Agribisnis serta Bidang BUMN, Riset, Inovasi,
Perniagaan Dan Industri

06 Indeks Kepuasan Layanan Bagian Hukum I

07

Persentase Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan di Bidang Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan, dan UMKM, Bidang Wilayah dan Tata
Ruang, serta Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional dan
Pajak

08

Persentase Penyelesaian Analisa/Telaahan Hukum dan
Perundang-Undangan di Bidang Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan, dan UMKM, Bidang Wilayah dan Tata
Ruang, serta Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional dan
Pajak

09

Persentase Fasilitasi Koordinasi Penyelesaian Harmonisasi
Peraturan Perundang-Undangan dan Masalah Hukum di
Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, Bidang
Wilayah dan Tata Ruang, serta Bidang Kerja Sama Ekonomi
Internasional dan Pajak

10

Persentase Pelaksanaan Advokasi Hukum di Bidang Ekonomi
Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, Bidang Wilayah dan Tata
Ruang, serta Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional dan
Pajak

11

Persentase Pelaksanaan Dokumentasi Peraturan Perundang-
Undangan di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan
UMKM, Bidang Wilayah dan Tata Ruang, serta Bidang Kerja
Sama Ekonomi Internasional dan Pajak

12 Indeks Kepuasan Layanan Bagian Hukum II

13 Persentase Penataan Organisasi

14 Persentase Penataan Proses Bisnis dan Mekanisme Kerja

15 Indeks Kepuasan Layanan Organisasi dan Ketatalaksanaan

001                    1.00
Layanan 1,000,000,000 1,000,000,000Layanan Hukum Bidang Ekonomi Makro, Keuangan, Pangan,

Agribisnis, Perniagaan, Industri dan BUMN
Indikator RO

01

Persentase Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan di Bidang Ekonomi Makro Dan Keuangan,
Bidang Pangan Dan Agribisnis serta Bidang BUMN, Riset,
Inovasi, Perniagaan Dan Industri

02

Persentase Penyelesaian Analisa/Telaahan Hukum dan
Perundang-Undangan di Bidang Ekonomi Makro Dan Keuangan,
Bidang Pangan Dan Agribisnis serta Bidang BUMN, Riset,
Inovasi, Perniagaan Dan Industri

03

Persentase Fasilitasi Koordinasi Penyelesaian Harmonisasi
Peraturan Perundang-Undangan dan Masalah Hukum di Bidang
Ekonomi Makro Dan Keuangan, Bidang Pangan Dan Agribisnis
serta Bidang BUMN, Riset, Inovasi, Perniagaan Dan Industri

04
Persentase Pelaksanaan Advokasi Hukum di Bidang Ekonomi
Makro Dan Keuangan, Bidang Pangan Dan Agribisnis serta
Bidang BUMN, Riset, Inovasi, Perniagaan Dan Industri

05

Persentase Pelaksanaan Dokumentasi Peraturan Perundang-
Undangan di Bidang Ekonomi Makro Dan Keuangan, Bidang
Pangan Dan Agribisnis serta Bidang BUMN, Riset, Inovasi,
Perniagaan Dan Industri

06 Indeks Kepuasan Layanan Hukum I

002                    1.00
Layanan 1,000,000,000 1,000,000,000Layanan Hukum Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, UMKM,

Wilayah dan Tata Ruang, Kerja Sama Ekonomi Internasional, dan
Perpajakan
Indikator RO

01

Persentase Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan di Bidang Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan, dan UMKM, Bidang Wilayah dan Tata Ruang,
serta Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional dan Perpajakan



33Halaman :

KOTA JAKARTA PUSAT: (51)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN: (035)

BAGIAN-A

: (427752)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

: (01)

DKI JAKARTA: (01)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

TAHUN ANGGARAN 2025

MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2025

02

Persentase Penyelesaian Analisa/Telaahan Hukum dan
Perundang-Undangan di Bidang Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan, dan UMKM, Bidang Wilayah dan Tata Ruang,
serta Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional dan Perpajakan

03

Persentase Fasilitasi Koordinasi Penyelesaian Harmonisasi
Peraturan Perundang-Undangan dan Masalah Hukum di Bidang
Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, Bidang Wilayah
dan Tata Ruang, serta Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional
dan Perpajakan

04

Persentase Pelaksanaan Advokasi Hukum di Bidang Ekonomi
Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, Bidang Wilayah dan Tata
Ruang, serta Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional dan
Perpajakan

05

Persentase Pelaksanaan Dokumentasi Peraturan Perundang-
Undangan di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan
UMKM, Bidang Wilayah dan Tata Ruang, serta Bidang Kerja
Sama Ekonomi Internasional dan Perpajakan

06 Indeks Kepuasan Layanan Hukum II

960                    1.00
Layanan 1,000,000,000 1,000,000,000Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

Indikator RO

01 Persentase Penataan Organisasi

02 Persentase Penataan Kebutuhan Pegawai dan Instrumen
Jabatan

03 Persentase Penataan Sistem Kerja dan Ketatalaksanaan

04 Indeks Kepuasan Layanan Organisasi dan Ketatalaksanaan

2487.EBD
               1.00 Dokumen,

Layanan, Laporan,
Rekomendasi

1,000,000,000 1,000,000,000[SBK] Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line] 01.51 KOTA
JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01 Indeks Kepuasan Layanan Reformasi Birokrasi

02 Rencana Kerja Reformasi Birokrasi

03 Profil Reformasi Birokrasi

04 Indeks Kepuasan Layanan Reformasi Birokrasi

001                    1.00
Layanan 1,000,000,000 1,000,000,000Layanan Reformasi Birokrasi

Indikator RO

01 Persentase Penyelesaian Perencanaan Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi

02 Persentase Fasilitasi Penyelesaian Pelaksanaan Agenda
Reformasi Birokrasi

03 Persentase Fasilitasi Penyelesaian Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi

04 Indeks Kepuasan Layanan Reformasi Birokrasi

2488 Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum
(Manajemen) 225,528,024,000 225,528,024,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Persentase Aparatur Sipil Negara Kementerian Koordinator

02 Persentase kegiatan kerumahtanggaan yang berkualitas dan

03 Persentase penggunaan aset Kementerian Koordinator

04 Persentase penyelesaian rekomendasi BPK yang telah

05 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

06 Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan

07 Indeks Kepuasan Layanan Biro Umum

2488.EBA
               4.00 Layanan,

Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit

216,028,024,000 216,028,024,000Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line] 01.51 KOTA
JAKARTA PUSAT



34Halaman :

KOTA JAKARTA PUSAT: (51)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN: (035)

BAGIAN-A

: (427752)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

: (01)

DKI JAKARTA: (01)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

TAHUN ANGGARAN 2025

MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2025

Indikator KRO

01 Penilaian penyelenggaraan kearsipan pada Kemenko
Perekonomian

02
Persentase Rekomendasi Optimalisasi Aset Terindikasi Idle
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yang
Ditindaklanjuti

03 Persentase Penetapan Status Penggunaan BMN Existing

04 Indeks kepuasan layanan kerumahtanggaan yang berkualitas
dan tepat guna

05 Indeks Kepuasan Atas Layanan Protokol Dan Tata Usaha
Pimpinan

06 Persentase Ketepatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang
Tepat Sasaran, Tepat Waktu dan Tepat Jumlah

959                    1.00
Layanan 1,900,000,000 1,900,000,000Layanan Protokoler

Indikator RO

01 Indeks Kepuasan Atas Layanan Protokol Dan Tata Usaha
Pimpinan

962                    1.00
Layanan 2,000,000,000 2,000,000,000Layanan Umum

Indikator RO

01 Indeks kepuasan layanan kerumahtanggaan yang berkualitas
dan tepat guna

02 Persentase Penetapan Status Penggunaan BMN Existing

03
Persentase Rekomendasi Optimalisasi Aset Terindikasi Idle
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yang
Ditindaklanjuti

04 Penilaian penyelenggaraan kearsipan pada Kemenko
Perekonomian

994                    2.00
Layanan 212,128,024,000 212,128,024,000Layanan Perkantoran

Indikator RO

01 Persentase Ketepatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang
Tepat Sasaran, Tepat Waktu dan Tepat Jumlah

2488.EBB               37.00 Unit, m2,
Paket 4,400,000,000 4,400,000,000Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line] 01.51 KOTA

JAKARTA PUSAT
Indikator KRO

01 Indeks Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran

951                   37.00 Paket 4,400,000,000 4,400,000,000Layanan Sarana Internal

Indikator RO

01 Indeks Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran

2488.EBC              750.00 Orang,
Layanan, Rekomendasi 4,500,000,000 4,500,000,000Layanan Manajemen SDM Internal [Base Line] 01.51 KOTA

JAKARTA PUSAT
Indikator KRO

01 Layanan administrasi umum kepegawaian, diklat, dan
penempatan sumber daya manusia

02 Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang
direncanakan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia

03 Persentase pemenuhan jabatan berdasarkan kompetensi dan
kinerja

04 Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan Sumber Daya
Manusia

954                  750.00 Orang 4,500,000,000 4,500,000,000Layanan Manajemen SDM

Indikator RO

02 Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang
direncanakan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia

03 Persentase pemenuhan jabatan berdasarkan kompetensi dan
kinerja

04 Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan Sumber Daya Manusia

01 Layanan administrasi umum kepegawaian, diklat, dan
penempatan sumber daya manusia

2488.EBD                1.00 Dokumen,
Layanan, Laporan, 600,000,000 600,000,000Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line] 01.51 KOTA

JAKARTA PUSAT



35Halaman :

KOTA JAKARTA PUSAT: (51)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN: (035)

BAGIAN-A

: (427752)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

: (01)

DKI JAKARTA: (01)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

TAHUN ANGGARAN 2025

MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2025

Rekomendasi 600,000,000

Indikator KRO

01 Persentase penyelesaian rekomendasi BPK yang telah
ditindaklanjuti atas hasil pemeriksaan

02 Persentase kualitas kinerja pelaksanaan anggaran

03 Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan

04 Indeks efektifitas pembinaan perbendaharaan

05 Kualifikasi opini BPK atas laporan keuangan

06 Indeks penyelesaian penyusunan pedoman teknis pelaksanaan
anggaran

07 Indeks ketepatan waktu proses verifikasi dokumen tagihan

08 Indeks kepuasan atas layanan manajemen keuangan

955                    1.00
Dokumen 600,000,000 600,000,000Layanan Manajemen Keuangan

Indikator RO

01 Indikator Kinerja Pengelolaan UP dan TUP

02 Indikator Kinerja Penyelesaian Kontrak

03 Indikator Kinerja Pelaporan Capaian Output

04 Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan

05 Indeks Kepuasan Layanan Biro Umum

06 Persentase kualitas Pelaksanaan Anggaran Layanan
Manajemen Keuangan

2489 Pengawasan Inspektorat 1,150,000,000 1,150,000,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Tingkat Maturitas SPIP

02 Tingkat Keberhasilan Zona Integritas

03 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat melalui LAPOR

04 Opini BPK

05 Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

06 Persentase Partisipasi Pengisian Survei Penilaian Integritas

07 Nilai Kapabilitas APIP (IACM)

2489.CCL                1.00 Unit 25,000,000 25,000,000OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi [Base Line]
01.51 KOTA JAKARTA PUSAT
Indikator KRO

001                    1.00 Unit 25,000,000 25,000,000Layanan Sarana Sistem Informasi Inspektorat

Indikator RO

01 Pengembangan Website

2489.EBD
              10.00

Dokumen, Layanan,
Laporan, Rekomendasi

1,125,000,000 1,125,000,000Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line] 01.51 KOTA
JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01 Persentase Permintaan Konsultasi yang Ditindaklanjuti

02 Jumlah Pedoman Pengawasan Inspektorat yang Diperbarui

03 Jumlah Laporan Pengawasan Sesuai Program Kerja
Pengawasan Tahun 2024

04 Indeks Kepuasan Klien Pengawasan



36Halaman :

KOTA JAKARTA PUSAT: (51)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN: (035)

BAGIAN-A

: (427752)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

: (01)

DKI JAKARTA: (01)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

TAHUN ANGGARAN 2025

MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2025

965                   10.00
Dokumen 1,125,000,000 1,125,000,000Layanan Audit Internal

Indikator RO

01 Persentase Permintaan Konsultasi yang Ditindaklanjuti

02 Jumlah Pedoman Pengawasan Inspektorat yang Diperbarui

03 Jumlah Laporan Pengawasan Sesuai Program Kerja
Pengawasan Tahun 2025

2490 Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian 5,000,000,000 5,000,000,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Persentase rekomendasi kebijakan isu-isu strategis di bidang

02 Persentase rekomendasi kebijakan isu-isu strategis di bidang

03 Persentase rekomendasi kebijakan isu-isu strategis di bidang

04 Persentase rekomendasi kebijakan isu-isu di bidang

05 Persentase rekomendasi kebijakan isu-isu di bidang

2490.ABA
               5.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

5,000,000,000 5,000,000,000[SBK] Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan [Base Line] 01.51
KOTA JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Atas Isu-isu Strategis di
Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi

02
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Atas Isu-isu Strategis di
Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya
Alam

03
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Atas Isu-isu Strategis di
Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya
Manusia

04 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Atas Isu-isu Strategis di
Bidang Pembangunan Daerah

05 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Atas Isu-isu Strategis di
Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi

001                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
1,000,000,000 1,000,000,000Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang Regulasi,

Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang
Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi

002                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
1,000,000,000 1,000,000,000Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang

Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam

Indikator RO

01
Jumlah Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di
bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya
Alam

003                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
1,000,000,000 1,000,000,000Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang

Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang
Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia

004                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
1,000,000,000 1,000,000,000Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang

Pembangunan Daerah

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang
Pembangunan Daerah

005                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
1,000,000,000 1,000,000,000Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang

Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang
Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi
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TAHUN ANGGARAN 2025

MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
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KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2025

4538 Peningkatan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan
Persidangan 10,000,000,000 10,000,000,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kemenko

02 Persentase Penyelesaian Risalah Rapat Koordinasi Pimpinan

03 Persentase Penyelesaian Naskah/Bahan Ratas/Sidang

04 Indeks Kepuasan Layanan Biro Komunikasi, Layanan

4538.BMB
               2.00 layanan,

kegiatan, Media, Orang,
Volume

9,000,000,000 9,000,000,000Komunikasi Publik [Base Line] 01.51 KOTA JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

003                    1.00 layanan 6,500,000,000 6,500,000,000Layanan Manajemen Strategi dan Publikasi

Indikator RO

01 Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kemenko Bidang
Perekonomian di Media Massa

02 Jumlah Konten Audio Visual yang di Produksi

03 Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Strategi Dan Publikasi

04 Rata-Rata Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik

05
Indeks Kepuasan Stakeholder (Media/Pers) atas Layanan
Peliputan dan Konferensi Pers di Lingkungan Kemenko
Perekonomian

958                    1.00 layanan 2,500,000,000 2,500,000,000Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi

Indikator RO

01 Indeks Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat

4538.EBA
               2.00 Layanan,

Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit

1,000,000,000 1,000,000,000[SBK] Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line] 01.51
KOTA JAKARTA PUSAT

Indikator KRO

01 Waktu Penyelesaian Arahan Pimpinan Untuk Pembuatan
Undangan Dan Distribusinya

02 Waktu Penyelesaian Risalah Rakor

03 Penyelesaian Transkripsi Rakor Tepat Waktu

04 Indeks Kepuasan Layanan Persidangan

05 Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kemenko Bidang
Perekonomian di Media Massa

06 Jumlah Konten Audio Visual yang di Produksi

07 Jumlah Rekomendasi Strategi Komunikasi Pemerintah

08 Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Strategi Dan Publikasi

09 Rata-Rata Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik

10
Indeks Kepuasan Stakeholder (Media/Pers) atas Layanan
Peliputan dan Konferensi Pers di Lingkungan Kemenko
Perekonomian

11 Indeks Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat

001                    1.00
Layanan 500,000,000 500,000,000Layanan Kegiatan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian
Indikator RO

02 Waktu Penyelesaian Risalah Rakor

03 Penyelesaian Transkripsi Rakor Tepat Waktu

04 Indeks Kepuasan Layanan Persidangan
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KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2025

01 Waktu Penyelesaian Arahan Pimpinan Untuk Pembuatan
Undangan Dan Distribusinya

002 1.00
Layanan 500,000,000 500,000,000Layanan Penyiapan Naskah Kebijakan Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian
Indikator RO

03 Layanan Persiapan Bahan Rapat

JAKARTA, 27 September 2024
Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian

Susiwijono 
NIP. 196907071989121001


